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KESIMPULAN DAN SARAN
A.  Kesimpulan
0. Pengaturan hukum dan mekanisme pendekatan keadilan restoratif  (restoratif justice)  berdasarkan perundang-undangan diatur dalam  Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024. Perma ini mengatur pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal. 
0. Penerapan keadilan restoratif  (restoratif justice) dalam tindak pidana penggelapan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 39/Pid.B/2022/PN. Tjs adalah terdakwa  dalam persidangan secara langsung menyampaikan permohonan maaf kepada korban dan telah dimaafkan. Permintaan maaf yang terjadi di persidangan adalah sebuah konsep yang didasarkan kepada tujuan keadilan restoratif yaitu mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional dan sosial sang korban sehingga keberhasilan keadilan restoratif diukur dengan seberapa besar kerugian yang telah dipulihkan pelaku dan bukan diukur dengan seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim
0. [bookmark: _Hlk198225998]Pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana penggelapan melalui pendekatan keadilan restoratif  berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 39/Pid.B/2022/PN. Tjs adalah terdakwa di dalam persidangan menyesali perbuatannya dan meminta permohonan maaf, sehingga hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah pidana penjara selama 5 (lima) bulan, lebih ringan dari tuntuan Jaksa Penuntut Umum.

B.  Saran
0. Perlu adanya substansi hukum yang mengakomodir pelaksanaan keadilan restoratif secara lengkap, sehingga proses penyelesaian kasus-kasus hukum tertentu dapat dilakukan melalui restorative justice, yang lebih cepat, adil, sederhana dan tidak memakan waktu serta biaya besar.
0. Diharapkan penegak hukum dapat melaksanakan secara optimal peraturan yang sudah ada dengan melibatkan kultur hukum/partisipasi masyarakat yang secara optimal.
0. Perlu dibuatnya regulasi yang mengakomodir semua ketentuan tentang penanganan kasus melalui pendekatan keadilan restoratif, dan peningkatan koordinasi antar aparat penegak hukum, dan mengubah paradigma aparat penegak hukum dari pendekatan retributive dan restitutive justice menjadi restorative justice yang sepenuhnya belum dapat tercapai



